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Yth. Ketua KPU Kota Parepare

di-
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A. Dasar Hukum

24 November 2024

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-
XVII/2019;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;



6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif:

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024;

11.Keputusan  Ketua Badan Pengawas  Pemilhan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

12.Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan
Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare



a) Pasal 22A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Walli Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan
sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
mengawasi pelaksanaan kampanye:
Pasal 30 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
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(1) Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
5. pelaksanaan Kampanye;

3. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan
pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan mengenai metode kampanye debat publik atau debat terbuka antar-
pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

Pasal 65
(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;

pertemuan tatap muka dan dialog;

debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alat peraga;
iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

Q@ ™o Qo o

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.
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(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
didanai APBD.

(2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai
dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

Pasal 68

(1) Debat publik/debat terbuka antarcalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau
siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari
kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur,
simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

(4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

memajukan daerah;

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat:

menyelesaikan persoalan daerah;

© Q o U

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
provinsi dengan nasional: dan

f.  memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan

apapaun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

4. Peraturan mengenai pengawasan metode kampanye debat publik atau debat
terbuka antar-pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
yang berbunyi:

Pasal 11
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dengan

memastikan:
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a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan
debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3
(tiga) kali;

b. Pasangan Calon yang mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-
Pasangan Calon tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus
hadir dalam debat tersebut:

c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat public atau debat terbuka
antar-Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan
Surat  keterangan dari instansi vertical kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemetintahan di bidang agama dan
disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling
lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;

d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan Kesehatan
dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah
dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebelum pelasanaan debat:

e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan lain untuk
memenuhi pelaksanaan debat public atau debat terbuka antar-Pasangan
Calon jika terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ dan huruf d:

f. dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan
Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka
antar-pasangan Calon pada papapn pengumuman dan/atau laman KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

g. debat publik atau debat terbuka antar-pasangan Calon diutamakan
diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;

h. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara
langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;

i. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang
menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal:

J. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan
ulang pada masa Kampanye;

k. moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari
kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur,

simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
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I moderator sebagaimana dimaksud dalam huruf k dipilih oleh KPu Povinsi
dan KPU Kabupaten/ Kota setelah mendengarkan masukan dan
tanggapan dari tim Kampanye;

m. moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan
apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon;
dan

n. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi
penyandang disabilitas sebagai partiipan dalam pelaksanaan debat
publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon.

Pasal 12
Selain melakukan pengawasan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
kabupaten/Kota dalam juga memastikan:
b. materi debat publik atau debat terbuka antar_pasangan Calon adalah visi,
misi, dan program Pasangan Calon untuk:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
memajukan daerah;
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
menyelesaikan persoalan daerah;

O A W DN

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
provinsi dengan nasional: dan
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
dan
Cc. materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasanagan Calon
sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada materi Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

5. Peraturan mengenai Pengawasan Materi Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota:
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi:
Pasal 8
(1) Pengawasan Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan

pengawasan terhadap materi Kampanye dalam pelaksanaan Kampanye.
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(2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi
yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka Panjang daerah
provinsi atau rencana pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota
dan program Pasangan Calon.

Pasal 9

Pengawasan materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan

dengan cara memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program
pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;

b. materi Kampanye harus:

1. menjunjung tinggi pelaksaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesiia Tahun 1 945;

2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri

bangsa;

3. meningkatkan kesadaran hukum;

4. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab

sebagai bagian dari pendidikan plitik; dan

5. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam

mastarakat; dan
¢. materi Kampanye disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunkan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat
yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau
ditampilkan kepada umum;
tidak menganggu ketertiban umum;
memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
ttidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
tidak bersifat provokatif: dan

S O A W N

menjalin komunikasi politik yang sehat anatara peserta Pemilihan dengan
masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia

yang demokratis dan bermartabat.
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C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare
yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare
mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare agar mematuhi segela

peraturan diatas sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur yang termuat dalam
peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

1

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan: _
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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